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PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
EDES KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024-2026

IARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PERJ/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan
Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Kiarapedes.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor_2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685é);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesgeTirgljiz
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara p

Indonesia Nomor 4405);

hun 2006 tentang Tata
Pelaksanaan Rencana
epublik Indonesia Tahqn
baran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Ta
Cara Pengendalian dan Evalusi
Pembangunan (Lembaran Negara R
2006 Nomor 96, Tambahan Lem

Indonesia Nomor 4663);

tah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201_6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerin

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Pergturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republi ‘
2017 Nomor 1312) g publik Indonesia Tahun

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dae;ihuF?rozv?r:sgi
;awa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Terr‘nbangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
ahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2019 Nomor 7, Tambahan L -
Barat Nomor 236); embaran Daerah Provinsi Jawa
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262),

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor

16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11),

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2021 Nomor 1);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan

Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATEN

PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KIARAPEDES

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan : Disam

tercantum _dalam
merupakan acuarn ukuran kinerja yang

rwakarta
digunakan oleh Kecamatan Pasawahan Kabupat—ﬁgni;:mpaikan
untuk menetapkan rencana kinerja tahuna:, 4 panctarell
i anggara':l, Tzzﬁgzukri]nggauserta melakukan
kinerja menyusun laporan akuntabll o
' ' inerj n dokumen Re

evaluasi pencapaian kinerja sesual denga

Strategisp (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten

PurwakartaTahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana

lampiran peraturan ini,

' inerj Kecamatan
Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2Q26
sebagaimana tercantum dalam lampiran me_rupakan t_aa_glan
yang tidakterpisahkan dari Keputusan Camat Kiarapedes Inr;

Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Purwakarta
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

TkINV.b
99912 1 001

paikan Kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta:

2. Yth. Sekretari
3. Yth. Inspekty

s Daerah Kabupaten Purwakarta:
r Inspektorat Kabupaten Purwakarta
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Lampiran

Nomor
Tanggal
Tentang

1. Nama Organisasi :

2. Tugas

3. Fungsi

- Surat Keputusan Camat Kiarapedes

- PR.07.01/ 25 /SK. IKU/ | /2024

: 15 Januari 2024 : =
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamata

Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Kecamatan Pasawahan
1

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati (;?;aar:‘l
melaksanakan koordinasi penyelengg -
pemerintahan, pelayanan publik, dan pember a\ykan
masyarakat desa dan kelurar_lan. menyelenggara i
urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesua
dengan ketentuan peraturan perundgng undangan_yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundan_g
undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia:

Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan

peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan
kepada Bupati;

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pembinaan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan;

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum:

Pengkoordinasian pPenerapan dan penegakan peraturan
daerah dan peraturan Bupati;

Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum:

Pengkoordinasian
pemerintahan yang dila
tingkat kecam atan;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten yang tidak dil ‘
: | ! aksanaka
unit kerja pemerintahan Daerah yang ada B

penyelenggaraan kegiatan
kukan oleh Perangkat Daerah di

di k :
l;elalt()ganaan pelayanan publik: €Camatan;
embinaan dan Péngawasan pen :
desa dan/atay kelurahan; Penyelenggaraan kegiatan

Pelaksanaan administrasj kecamatan: dan
Pelaksanaan fungsi lain '

: yang diberi .
Sesuai dengan tugas dan fungs?nYa" erikan oleh Bupati
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at dan Berakhlakul Karimah

a Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel;
pan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai.

araan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap

ya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui

Penerapan SPBE;
Monmgkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

INDIKATOR _
SASARAN OPD KINEI?;IKAJI)TAMA SuERgE FOSREERS FERHITUNGAN: PE"ﬁ",ffBU"G ’g:‘,’f“
Meningkatnya Akuntabitas 1 Clpalan SAKIP | Predikat | Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Camat Kiarapedes Sumbef Data
elola | Publik  Penyelenggaraan Perangkat Daerah; Kemenpan RB
‘ yang Baik, Bersih, | Pemerintahan di Wilayah
| Efektif dan Akuntabel. | Kecamatan 2. Indeks kepuasan | Predikat | e Definisi Operasional : Camat Kiarapedes | Sumber Data :
Masyarakat; Pengukuran tingkat kepuasan Penyelenggara
masyarakat dalam memperoleh Pelayanan
pelayanan dari penyelenggara Publik
pelayanan publik
» Formulasi Perhitungan :
Nilai predikat IKM hasil Survei
Kepuasan Masyarakat
Mewujudkan Meningkatnya  Partisipasi | 3. Indeks Desa| Poin/ * Definisi Operasional : IDM adalah | Camat Kiarapedes| Sumber Data -
Kehidupan Masyarakat dalam Membangun Status Indeks Komposit yang dibentuk DPMD
Masyarakat yang | Pembangunan Desa. Kecamatan dari 3 jenis Indeks, yakni Indeks
Berdaya Guna, Aman, Ketahanan  Sosial,  Indeks
Tentram dan Damai. Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Ketahanan Ekologi / Lingkungan;
* Formulasi Perhitungan : Indeks
Komposit dari Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan
_l Ekonomi, dan Indeks Ketahanan
i e EkologllLlngkungan




TARGET CAPAIAN TAHUNAN SETELAH
'INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN e
PG i . m m m
Capaian SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB BB BB
Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat Baik Baik Baik
Indeks Desa Membangun Kecamatan Poin / Status Maiju Maju Maju

Pem 'ma Tk VIV.D
Nip. 19740909199912 1 001




